
Tindakan Represif Polri Terhadap Demonstran 

Erika Sabrina 

Fakultas Hukum 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

Jalan Semolowaru Nomor 45,Surabaya 60118,Indonesia 

087851852666,erikasabrina407@gmail.com 

Abstrak 

Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang 

dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau 

penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan 

sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh  kelompok.Unjuk rasa kadang 

dapat menyebabkan rusak fasilitas umum.Sehingga dari probematika ini diambil 2 

rumusan masalah (1) Apakah peraturan hukum yang dapat dikenakan tindakan  

terhadap kepolisian yang bersifat represif (2) Bagaimana perlindungan hukum 

terhadap demonstran.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode yuridis normative. hasil penelian menunjukan bahwa seharusnya 

aparat kepolisian tidak boleh melakukan tindakan kekerasan pada demonstran 

karena tugas polisi adalah menjamin dan melindungi masyarakat indonesia, dan 

patuh dengan hukum pidana yang berlaku sesuai dengan pasal undang-undang 

no.2 tahun 2002 pasal 3. siapapun yang melanggar dan menggunakan kekerasan 

di luar hukum, terlepas dari jabatannya, harus diadili berdasarkan hukum yang 

berlaku. Segala bentuk pengunaan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian 

harus diinvestigasi dengan independen, transparan, dan akuntabel.  

Kata Kunci:Polisi,Demonstrasi,Perlindungan 

 

Abstrack 

A demonstration or demonstration ("demo") is a protest movement carried out by 

a group of people to express the opinion of the group or opponents of the policies 

implemented by a party or can also be carried out as an effort to suppress 

politically by a  group.Demonstrations can sometimes cause damage to public 

facilities So that from this probematics, 2 problem formulations are taken (1) 

What are the legal regulations that can be subject to repressive actions against the 

police (2) How are legal protections against demonstrators. The research method 
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used in this study is the normative juridical method. The results of the study 

indicate that the police should not be able to commit acts of violence against 

demonstrators because the task of the police is to guarantee and protect the 

Indonesian people, and comply with the applicable criminal law in accordance 

with Article 3 of Law No. 2 of 2002 Article 3. Anyone who violates and uses 

violence outside the law, regardless of position, must be tried under applicable 

law. All forms of excessive use of force by the police must be investigated 

independently, transparently and accountably.  

1.Latar Belakang 

Indonesia mengakui adanya kebebasan berpendapat dan 

berekspresi.Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek 

penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan 

terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. 

Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan 

terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, 

kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan 

menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh 

informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan 

untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Demonstrasi dan kebebasan berpendapat merupakan warna dalam 

pelaksanaan hak asasi manusia, sehingga aksi-aksi demonstrasi ini tidak dapat 

dihindari1.Tidak jarang aksi-aksi demonstrasi ini berujung pada tindakan yang 

mengarah pada anarkhisme.banyak faktor yang menyebabkan tindakan anarkis 

dari para pandemo yang turun ke jalan dalam menyuarakan aksinya selain 

kekecewaan terhadap kebijakan demonstran untuk melakukakn aksi 

anarkhis,tindakan represif aparat kepolisian untuk membubarkan demonstran 

untuk membubarkan demonstrasi danlain sebagainya.disinilah kiranya penegakan 

hukum perlu dilakukan dengan hati-hati. 

Beberapa contoh unjuk rasa terhadap keputusan pemerintah sebagai berikut: 

1. Tragedi Semanggi menunjuk kepada 2 kejadian protes masyarakat terhadap 

pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya 

warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I terjadi pada 

tanggal 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang 

menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi 
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Semanggi iII i iterjadi ipada i24 iSeptember i1999 iyang imenyebabkan itewasnya iseorang 

imahasiswa idan i11 iorang ilainnya idi iseluruh iJakarta iserta imenyebabkan i217 ikorban 

iluka-luka.Telah iterjadi ipenganiayaan iuntuk imembubarkan idemonstrasi iyang 

idilakukan isejumlah imahasiswa idan ianggota imasyarakat  iyang idilakukan ioleh iaparat  

iTNI idan iPOLRI.penganiayaan iini iterjadi isecara iberulang iulang idiberbagai ilokasi i 

iyang imengakibatkan itimbulnya ikorban ifisik iseperti iterbunuh,luka iringan idan iluka  

iberat idan imental.hal iini idikarenakan iterkena igas iair  

imata,pukulan,tendangan,gigitan ianjing ipelacak idan itembakan isehingga iharus 

imengalami iperawatan iyang iserius. 

2.Front iPembela iIslam iadalah isebuah iorganisasi imassa iindonesia iberhaluan 

iislamisme ikonservatif iyang ididirikan ipada itahun i1998 ioleh imuhamamd irizieq 

ishihab idengan idukungan idari itokoh imiliter idan ipolitik ipada isaat iitu.FPI iawalnya  

ididirikan isebagai isuatu ikelompok isipil iyang imemposisikan idiri isebagai isebuah 

ikekuatan ipengawas imoral iislam imelawan ikemungkaran iyang ikegiatannya itidak 

idiizinkan ioleh ipemerintahan2.FPI itelah imengorganisasi isejumlah iaksi iprotes idan 

idemonstrasi imassa isalah isati iyang ipaling imenonjol iadalah iaksi ibela iislam iyang  

iterdiri idari irangkaian iaksi iunjuk irasa isebagai ireaksi iatas ipernyataan igubernur iDKI  

ijakarta isaat iitu. iFPI imenjadi isangat iterkenal ikarena iaksi-aksinya iyang ikontroversial 

isejak itahun i1998, iterutama iyang idilakukan ioleh ilaskar iparamiliternya iyakni iLaskar  

iPembela iIslam. iRangkaian iaksi ipenutupan iklab imalam, itempat  ipelacuran idan 

itempat-tempat iyang idiklaim isebagai itempat imaksiat, iancaman iterhadap iwarga 

inegara itertentu, ipenangkapan i(sweeping)  iterhadap iwarga inegara itertentu, ikonflik 

idengan iorganisasi iberbasis iagama ilain iadalah iwajah iFPI iyang ipaling isering 

idiperlihatkan idalam imedia imassa. i 

Di isamping iaksi ikontroversial iyang idilakukan, iFPI ijuga imelibatkan idiri 

idalam iaksi-aksi ikemanusiaan iantara ilain ipengiriman irelawan ike idaerah ibencana 

itsunami idi iAceh, ibantuan irelawan idan ilogistik isaat  ibencana igempa idi iPadang idan 

ibeberapa iaktivitas ikemanusiaan ilainnya. iFPI isering idikritik iberbagai ipihak ikarena 

itindakan imain ihakim isendiri iyang iberujung ipada iperusakan ihak imilik iorang ilain.  

iPernyataan ibahwa iseharusnya iPolri iadalah isatu-satunya iintitusi iyang iberhak 

imelakukan ihal itersebut  idijawab idengan ipernyataan ibahwa iPolri itidak imemiliki 

iinisiatif iuntuk imelakukannya. iSementara iitu iRizieq, isebagai iketua iFPI, imenyatakan 

ibahwa iFPI imerupakan igerakan ilugas idan itanpa ikompromi isebagai icermin idari 

iketegaran iprinsip idan isikap. iMenurut  iRizieq, ikekerasan iyang idilakukan iFPI  

idikarenakan ikemandulan idalam isistem ipenegakan ihukum idan iberkata ibahwa iFPI  
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iakan imundur ibila ihukum isudah iditegakkan. iIa imenolak ianggapan ibahwa ibeberapa  

ipihak imenyatakan iFPI ianarkis idan ikekerasan iyang idilakukannya imerupakan icermin 

ikebengisan ihati idan ikekasaran isikap. 

Begitu ipenting inya ikebebasan iberpendapat  i idimuka iumum isehingga idijamin 

idan idisebutkan idalam ibeberapa iperaturan iperundang iundangan iberikut 

undang-undang idasar i1945 i(amandemen iIV) iyang iberbunyi ipasal i28 ikemerdekaan 

iberserikat  idan iberkumpul i,mengeluarkan ipikiran idengan ilisan idan itulisan idan 

isebagainya idengan iundang-undang.pasaL i28 iE iayat i3 isetiap iorang i iberhak iatas 

ikebebasan iberserikat,berkumpul idan imengeluarkan ipendapat.Dalam iundang-

undang inomor i9 itahun i1998 itentang ikemerdekaan imenyampaikan ipendapat idimuka 

iumum iyang idisebutkan idalam ipasal iberikut ipasal i2 isetiap iwarga inegara,secara 

iperorangan iatau ikelompok i,bebas imenyampaikan ipendapat isebagai iperwujud ihak  

idan itanggung ijawab idemokrasi idalam ikehidupan ibermasyarakat,berbangsa idan 

ibernegara3. i 

Aparat ipenegak ihukum iyang iberlangsung iberhadapan idengan imasyarakat  

idalam iunjuk irasa iadalah ikepolisian.didalam iperaturan ikapolri inomor i16 itahun i2006 

itentang ipengendalian imassa,sikap ipolri idalam imenghadapi iunjuk irasa iharus idisiplin 

itanpa imengendalikan iemosi.Dalam ikenyataan inya ibeberapa itindakan ipolri idalam 

imenagani iunjuk irasa idilakukan isecara irepresif.Hal iini imenunjukkan ibahwa 

itindakan ipolisi itersebut  ibelum isesuai idengan iperaturan ikapolri itersebut ioleh ikarena 

iitu idalam ipenelitian i iini ipenulis iakan imembahas itentang itindakan irepresif ipolri 

iterhadap idemonstran. 

2.Rumusan iMasalah 

Dari iuraian ilatar ibelakang imasalah idiatas,maka idapat idirumuskan ibeberapa 

ipermasalahan isebagai iberikut: 

a.Bagaimana iperlindungan ihukum iterhadap idemonstran? 

b.Apakah iperaturan ihukum iyang idapat idikenakan itindakan iterhadap 

ikepolisian iyang ibersifat  irepresif i? 

Metode ipenelitian i 

Jenis ipenelitian iyang idigunakan ipada ipenelitian iini iadalah ipenelitian ihukum 

inormatif imenganalisis idata idari isumber ibuku,jurnal idan iperaturan iperundang-
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negara hukum,”jurnal inovatif,vol 4 no. 5 (januari 2011),h 83. 



undangan iuntuk imenjawab iisu ihukum iyang iada.metode ipendekatan idengan 

imelakukan iMetode ipendekatan iperundang-undangan i(statue iapproach) idan 

iMetode ikonseptual i(conseptual iapproac). iSumber idan ijenis ibahan ihukum iyang 

idigunakan iadalah ibahan ihukum iprimer,bahan ihukum isekunder idan ibahan ihukum 

itersier.Tekhnik ipengumpulan ibahan ihukum iprimer  iadalah imencari,memahami idan 

imendeksripsikan ibahan ihukum iprimer iyang iberupa iperaturan iperundang-undangan 

ibahan ihukum isekunder idilakukan idengan ipengumpulan ibahan ibahan 

ikeperpustakaan idigunakan isebagai ipetunjuk iuntuk imemahami ipenyelesaian 

imasalah ihukum idalam imembangun iargumentasi ihukum.teknik ianalisis ibahan 

ihukum imenggunakan itehnik ilogika ideduktif imenjelaskan isuatu ihal iyang ibersifat  

iumum ikemudian imenariknya ikembali imenjadi ikesimpulan iyang ilebih ikhusus. 

Pembahasan 

A.Pengaturan iterhadap itindakan ipolri iyang ibersifat irepresif 

Pada idasarnya imemang iseluruh imasyarakat imemiliki iHak iuntuk 

imenyampaikan ipendapat  idimuka iumum, ihal iini imemang idilindungi ioleh iNegara 

iserta idiatur ikonstitusi idan idapat ikita ilihat ididalam ipasal i28 iE iUndang-Undang 

iDasar i1945 iyang imenyatakan ibahwa4
 i: 

1. Setiap iorang ibebas imemeluk iagama idan iberibadat imenurut iagamanya,  

imemilih ipendidikan idan ipengajaran, imemilih ipekerjaan, imemilih 

ikewarganegaraan, imemilih itempat itinggal idi iwilayah inegara idan 

imeninggalkannya, iserta iberhak ikembali. 

2. Setiap iorang iberhak iatas ikebebasan imeyakini ikepercayaan, imenyatakan 

ipikiran idan isikap, isesuai idengan ihati inuraninya. 

3. Setiap iorang iberhak iatas ikebebasan iberserikat, iberkumpul, idan 

imengeluarkan ipendapat 

Secara ijelas imengenai itata icara ipelaksanaan ipenyampaian ipendapat  idimuka  

iumum idiatur ididalam iUndang-Undang iNomor i9 iTahun i1998 itentang iKemerdekaan 

iMenyampaikan iPendapat  idi iMuka iumum.  iMemang iterkadang ipelaksanaan imenurut  

iUndang-Undang iNomor i9 itahun i1998 itentang iKemerdekaan. iMenyampaikan 

iPendapat idi iMuka iUmum idapat imenimbulkan ikericuhan idan idiperlukannya  

ipengamanan iagar itidak iterjadi isesuatu iyang itidak idiinginkan. iUntuk imenghindari 
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Hak Asasi Manusia." Lex Scientia Law Review 2, no. 2 (2018): 189-198. 



ikericuhan, imaka ipemerintah imemberikan iamanat  ikepada iPolri imelalui iPasal i13 

iayat i(3) iUndang-Undang iNomor i9 iTahun i1998 itentang iKemerdekaan 

iMenyampaikan iPendapat  idi iMuka iumum iyang imenyatakan ibahwa i: 

“Dalam ipelaksanaan ipenyampaian ipendapat idi imuka iumum, ipolri ibertanggung 

ijawab imenyelenggarakan ipengamanan iuntuk imenjamin ikeamanan idan iketertiban 

iumum isesuai idengan iprosedur iyang iberlaku.” 

Jadi iPolri ibertanggung ijawab idalam imenyelenggarakan ipengamanan iuntuk 

imenjamin ikeamanan idan iketertiban iumum iyang idisesuaikan idengan iprosedur iyang 

iberlaku. 

Kewajiban idan ibertanggung ijawab idalam ipenyampaian ipendapat idimuka 

iumum ioleh iwarga iNegara iini ioleh iaparatur ikepolisian idapat ikita ilihat ididalam ipasal 

i13 iPerkapolri iNomor i9 itahun i2008 itentang iTata iCara iPenyelenggaraan, iPelayanan,  

iPengamanan idan iPenanganan iPerkara iPenyampaian iPendapat  idi iMuka iUmum iyang 

imenyatakan ibahwa i i: 

1.melindungi ihak iasasi imanusia 

2.menghargai iasas ilegalitas 

3.menghargai iprinsip ipraduga itidak ibersalah i 

4.menyelenggarakan ipengamanan. 

Salah isatu ikasus itindakan irepresif ipolri iyang iterjadi iyaitu iPolisi iLakukan 

iKekerasan iterhadap iMassa iDemo iOmnibus iLaw ipada ikamis, i8 ioktober 

i2020.Beberapa imahasiswa idilaporkan imengalami iluka ihingga iharus idibawakan ike 

irumah isakit. iKekerasan iyang idilakukan ipolisi itidak ihanya iterjadi idi ikawasan 

iJakarta. iAksi iaparat iyang imelakukan ikekerasan iterhadap imassa idemo iTolak 

iOmnibus iLaw ijuga iterjadi ibeberapa idaerah iseperti iBekasi, iLampung, iSukabumi,  

iPalu, idan idaerah ilain. iSeharusnya ipolisi imelihat iperaturan-peraturan ibagaimana 

icara imenangani iunjuk irasa itanpa iada iemosi idan ikekerasan5. ibahwa ipolisi isudah 

imelanggar iaturan iSOP iyaitu iAksi iunjuk irasa iatau imenyampaikan ipendapat idi imuka 

iumum imemang idi iperbolehkan idengan ilandasan iUndang-undang iNomor i9 iTahun 

i1998 itentang ikemerdekaan iMenyampaikan iPendapat  iDi iMuka iUmum. 

                                                             
5  https://kabar24.bisnis.com/read/20201009/15/1302883/polisi-lakukan-
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Dalam ikegiatan idemonstrasi, isering isekali ipada isaat imelakukan 

ipenyampaian ipendapat  idi imuka iumum imenimbulkan ikericuhan.Oleh isebab iitu 

imaka ipemerintah imemberikan iamanat  ikepada ipolri idalam ipasal i13 iayat i(3) 

iUndang-undang iNomor i9 iTahun i1998 iyaitu idalam ipelaksanaan ipenyampaian 

ipendapat idi imuka iumum,  ipolri ibertanggung ijawab imenyelenggrakan ipengamanan 

iuntuk imenjamin ikeamanan idan iketertiban iumum isesuai idengan iprosedur iyang 

iberlaku. iDalam imenangani iperkara ipenyampaian ipendapat idi imuka iumum iPolri 

iseharusnya ibenar ibenar imemperhatikan idalam ibertindak igunanya iuntuk 

imembedakan iantara ipelaku iyang ianarkis idan ipeserta ipenyampaian ipendapat idi 

imuka iumum ilainnya iyang itidak iterlibat ipelanggaran ihukum iPasal i23 iayat i1 

iPeraturan iKepala iKepolisian iNegara iRepublik iIndonesia iNomor i9 iTahun i2008 

iterhadap ipeserta iyang itaat ihukum iharus itetap idi iberikan iperlindungan ihukum 

iterhadap ipelaku ipelanggar ihukum isudah iseharusnya idilakukan itindakan itegas idan 

iproporsional iterhadap ipelaku iyang ianarkis idilakukan itindakan itegas idan 

idiupayakan imenangkap ipelaku idan iberupaya imenghentikan itindakan ianarkis 

idimaksud. 

Prosedur iyang idilakukan idalam imelakukan ipengamanan iunjuk irasa  

iProsedur idan iatau itindakan iyang iseharusnya idilakukan ioleh iPolri idalam 

imenanggulangi iaksi iunjuk irasa iyaitu
 i

:6
 i 

1. iPembuatan irencana ipengamanan i 

2 i.Persiapan ianggota iyang ijuga imeliputi ipemberian iarahan iserta 

ipembagian itugas ioleh ipimpinan i 

3. iMelakukan ipengamanan idi iTKP. i 

Setiap imenerima ipemberitahuanakan idi ilaksnakan iunjuk irasa, imaka imelalui 

iperintah iKabag iOps, iKepala isatuan iyang isudah idi itunjuk idalam imenangani iunjuk  

irasa imelakukan ipersiapan ikegiatan iberupa7 i

: i 

1. Menyiapkan isurat iperintah i 

2. Menyiapkan ikekuatan isatuan iDalmas iyang imemadai iuntuk idi 

ihadapkan idengan ijumlah ipengunjuk irasa i 

3. Menyiapkan irute ipasukan isatuan idalmas imenuju iobyek idan irute 

ipenyelematan 

                                                             
6 Agryan Pikarsa, Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk 

Rasa Oleh Polri, Volume 11, Nomor 1, Juni, 2012, hlm. 3.  
7 Bagus Raswinto Tejo, Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Dalam 

Menangani Unjuk Rasa, Jurnal Unjuk Rasa, Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm. 6.  



4. Menyampaikan igambaran imassa iyang iakan idi ihadapi i 

5. Gambaran isituasi iobjek idan ijalan irasa itempat  iunjuk irasa i 

6. Larangan idan ikewajiban iyang idilakukan ioleh isatuan iDalmas. 

Adapun iLarang iyang idimaksud idalam ipoin i6 idiatas iadalah
 i

: i 

a. Bersikap iarogan idan iterpancing ioleh iperilaku imassa 

b. Melakukan itindakan ikekerasan iyang itidak isesuai idengan 

iprosedur i 

c. Membawa iperalatan idi iluar iperalatan iDalmas 

d. Melakukan iperbuatan ilainnya iyang imelanggar iperaturan 

iperundang- iundangan. 

Proses ipengaman idi iTKP idibagi imenjadi i3 i(tiga) izona ipengaman iyang 

ididasarkan ipada itindakan imassa ipengunjuk irasa, iyaitu i: 

a. iZona iHijau iPasal i1 iAyat i25, iZona ihijau imerupakan ikondisi idi imana imassa 

ipengunjuk irasa imasih itertib idan iteratur. i 

b. iZone iKuning iPasal i1 iAyat i26, iSituasi ikuning iadalah ikondisi idimana imassa 

ipengunjuk irasa imulai itidak imengindahkan ihimbauan ipetugas idan imelakukan 

iperbuatan imelanggar iperaturan iyang iberlaku. 

c. iZona iMerah iPasal i1 iAyat i27, iSituasi imerah iadalah ikondisi idimana imassa 

ipengunjuk irasa isudah imelakukan itindakan imelawan ihukum idalam ibentuk 

ipengancaman, ipencurian idengan ikekerasan, iperusakan, ipembakaran, ipenganiayaan 

iberat, iteror, iintimidasi, ipenyanderaan, idan ilain isebagainya 

Dalam ipengamanan iaksi iunjuk irasa, ikerap iterjadi iperbedaan iantara itindakan 

iyang idiatur idalam iSOP idengan ikenyataan iyang iterjadi idi ilapangan8. iHal itersebut 

idikarenakan ifaktor ikondisi itempat  iyang itidak imemungkinkan iuntuk imengambil 

itindakan itersebut, isebagai icontoh ipenggunaan itali idalmas ipada itahap izona ihijau  

idalam iaksi iunjuk irasa iyang iterjadi idi itempat iterbuka ikerap itidak idigunakan iseperti 

iaksi idemonstrasi.Perubahan isosial iyang ibegitu icepat idimasyarakat  iseringkali 

imenimbulkan iperilaku imenyimpang iyang idilakukan ioleh iindividu iatau ikelompok 

imasyarakat.Apabila iperilaku imenyimpang itersebut  itidak iterjadi imaka iharus 

idilakukan itindakan isosial,pengendalian isosial imerupakan imetode ipengawasan 
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Menangani Unjuk Rasa, Jurnal Unjuk Rasa, Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm. 6. 



iterhadap imasyarakat ibaik isecara ipersuaif imaupun ikoersif isehingga iperilaku 

ianggota imasyarakatnya isesuai idengan inilai idan inorma iyang iberlaku.Adapun 

ipengertian ipengendalian isosial ipersuasif idan ipengendalian isosial ikoersif. 

Pengendalian isosial ipersuasif imerupakan iusaha ipengendalian isosial iyang 

idilakukan idengan icara imengajak iataupun imemimbing imasyarakat  iagar ibisa 

ibertindak iselaras idengan inorma idan inilai iyang iberlaku idi idalam ilingkup 

imasyarakat. iPengendalian iini imemang imemiliki ikesan iyang ihalus idan imenghimbau 

iserta ilebih iditekankan ipada iaspek ikognitif idan iafektif.  iPengendalian iini ibenar-benar  

ijauh idari ikata ipaksaan idan ikekerasan9. iCara iini iterbilang icukup iefektif ijika 

iditerapkan ike idalam ilingkup imasyarakat  iyang icenderung itentram, iaman, idan iteratur 

idikarenakan imasing-masing imasyarakat  isudah imengetahui idan imenyadaru inorma-

norma iyang iberlaku ididalammasyarakattersebut. 

Pengendalian isosial ikoersif imerupakan iusaha ipengendalian isosial iyang 

imana idilakukan idengan icara iancaman iataupun ikekerasan ifisik. iJenis ipengendalian 

isosial iini imemang ibiasa iditerapkan ikepada ilingkungan imasyarakat  iyang itidak 

iterlalu iteratur, iyang isering iterjadi ipenyimpangan idi idalam ilingkungan itersebut. 

iPenerapan ipaksaan iserta ikekerasan ifisik imemang imemiliki imaksud itertentu iagar 

ibisa imenimbulkan iefek ijera ikepada iorang iyang imelakukannya isehingga itidak ilagi 

imengulangi iperbuatannya itersebut. iDalam iarti ilain, ikoersif imerupakan 

ipengendalian isosial iyang ibertujuan iuntuk imenyelesaikan ipermasalahan idengan 

icara ikekerasan iatau itindakan ianarkis. 

Di ilihat idari icontoh ibentuk itindakan irepresif idi iatas iseharusnya ipolisi imelihat  

iperaturan-peraturan ibagaimana icara imenangani iunjuk irasa itanpa iada iemosi idan 

ikekerasan.  ibahwa ipolisi isudah imelanggar  iaturan iSOP iyaitu iAksi iunjuk irasa iatau 

imenyampaikan ipendapat  idi imuka iumum imemang idi iperbolehkan idengan ilandasan 

iUndang-undang iNomor i9 iTahun i1998 itentang ikemerdekaan iMenyampaikan 

iPendapat iDi iMuka iUmum. iDalam ipelaksanaanya, isering isekali ipenyampaian 

ipendapat idi imuka iumum imenimbulkan ikericuhan. iMaka idari iitu ipemerintah 

imemberi iamanat ikepada ipolri idalam ipasal i13 iayat i(3) iUndang-undang iNomor i9 

iTahun i1998 iyaitu idalam ipelaksanaan ipenyampaian ipendapat idi imuka iumum, ipolri 

ibertanggung ijawab imenyelenggrakan ipengamanan iuntuk imenjamin ikeamanan idan 

iketertiban iumum isesuai idengan iprosedur iyang iberlaku. 
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Dalam imenangani isuatu iperkara ipenyampaian ipendapat idi imuka iumum 

iPolri iharus imemperhatikan itindakannya iuntuk imembedakan iantara ipelaku iyang 

ianarkis idan ipeserta ipenyampaian ipendapat idi imuka iumum ilainnya iyang itidak 

iterlibat ipelanggaran ihukum iPasal i23 iayat i[1] iPeraturan iKepala iKepolisian iNegara 

iRepublik iIndonesia iNomor i9 iTahun i2008 i: 

1.terhadap ipeserta iyang itaat ihukum iharus itetap idi iberikan iperlindungan ihukum i 

2.terhadap ipelaku ipelanggar ihukum iharus idilakukan itindakan itegas idan 

iproporsional i 

3.terhadap ipelaku iyang ianarkis idilakukan itindakan itegas idan idiupayakan 

imenangkap ipelaku idan iberupaya imenghentikan itindakan ianarkis idimaksud. 

Adanya ibentuk itindakan irepresif idan itindakan ipreventif idalam imenangani 

iunjuk irasa iyaitu iseperti ikasus idi iJakarta ibanyak ikorban iyang iluka iluka iakibat 

itindakan irepresif idari ipolri idan ikasus idi ikendari iyang imenyebabkan ibeberapa iorang 

imeninggal ikarena idi itembak ioleh iaparat ipolri. iOknum iyang imelakukan itindakan 

irepresif iterhadap imahasiswa iakan idi ikenakan isanksi iyang isesuai idengan 

ipelanggaran iyang idia ilakukan. iDemonstrasi iseringkali iberakhir idengan ikekerasan 

iPolisi ibentrok idengan ipengunjuk irasa. iTerjadinya ibentrokan idisebabkan iadanya 

iketidakpuasan ipengunjuk irasa iyang imenilai iaspirasi imereka idiabaikan. iNamun 

iketidakpuasan iitu isebaiknya idisampaikan itanpa iadanya ikemarahan, iapalagi 

iperusakan idan ipembakaran iterhadap isarana iumum. 

Perlindungan irepresif iterhadap idemonstrasi iyang imengalami itindakan 

ipenganiayaan ioleh ipolisi imaka idilakukan ipenegakan ihukum ibaik ipenegakan ihukum 

ipidana imaupun ipenegakan ihukum idalam ihal ikode ietik. iTindakan ianggota iPolri 

iyang idianggap imelakukan ikekerasan idapat idimintai ipertanggungjawaban ipidana.  

iTindakan iini idilakukan ikarena isituasi iyang itidak ikondusif idan itidak imemungkinkan 

ilagi iuntuk idicegah isehingga ipihak iKepolisian iperlu imelakukan itindakan itersebut 

iguna imengantisipasi iagar  idampak ikerusuhan itersebut  itidak imeluas, isebagaiman 

idiatur idalam iProtap iKepolisian iNomor i1 iTahun i2010 iTentang iPenanggulangan 

iAnarki. 

 Perlindungan ipreventif imerupakan iupaya iyang idilakukan ipihak iKepolisian 

idalam imelakukan itugas isesuai idengan iProsedur itetap i(Protap). iHal iini idimaksudkan 

iagar ipihak iKepolisian ibaik iperorangan idan iunit isatuan idalam imengambil itindakan 

itidak idi ipandang iberlebihan ioleh imasyarakat. iPihak iKepolisian idalam imengambil 



itindakan iharus ijeli idalam imelihat ikemungkinan- ikemungkinan iyang idapat iterjadi 

idalam iunjuk irasa iagar idapat imeminimalisir ibahaya iatau iancaman idari idampak  

iunjuk irasa idan iatau idemonstrasi itersebut, isehingga itidak iterjadi ikerusuhan imassa 

idengan isalah isatu icara iyaitu imengosongkan ijalan. 

Tindakan ikekerasan itersebut  idapat idikualifikasikan itindakan ipenganiyaan,  

isebagaimana idiatur idalam iPasal i351 iKUHP, iyang imenyebutkan10
 i: i 

1. Penganiayaan idiancam idengan ipidana ipenjara ipaling ilama idua 

itahun idelapan ibulan iatau ipidana idenda ipaling ibanyak iempat iribu 

ilima iratus irupiah. i 

2. Jika iperbuatan imengakibatkan iluka-luka iberat, iyang ibersalah 

idiancam idengan ipidana ipenjara ipaling ilama ilima itahun. i 

3. Jika imengakibatkan imati, idiancam idengan ipidana ipenjara ipaling 

ilama itujuh itahun. i 

4. Dengan ipenganiayaan idisamakan isengaja imerusak ikesehatan. i 

5. Percobaan iuntuk imelakukan ikejahatan iini itidak idipidana. i 

Anggota iPolri iyang imelakukan itindak ipidana idiadukan/dilaporkan ioleh 

imasyarakat, ianggota iPolri iatausumber  ilain iyang idapat idipertanggungjawabkan 

isesuai idengan ipelanggaran iyang idilakukan ianggota iPolri. iAdanya ibeberapa 

iImplementasi ihukum idalam itubuh iPolri isering imenjadikan ipenegakan ihukum 

iditubuh iPolri imenjadi itidak imemiliki ikejelasan. iHukuman iTindakan iDisiplin, iKode 

iEtik, idan iPeradilan iUmum. iAdanya ibeberapa ijenis iproses iperadilan idan ihukuman 

idapat imenjadi icelah idalam imemberikan itindakan idan isanksi ibagi ianggota 

iKepolisian iyang imelakukan ipelanggaran iatau itindak ipidana. i 

Proses ihukum ikepada iseorang ianggota iPolri iyang imelakukan itindak ipidana,  

iakan idiproses isesuai idengan iketentuan iKUHAP idimana idimulai idari iproses 

ipelaporan idugaan itindak ipidana ipenganiayaan iyang idilakukan ioleh ipelaku iyang 

iadalah ianggota iPolri,  ihingga isampai ipada itahap ipelimpahan iberkas ike iJaksa  

iPenuntut  iUmum iguna idisidangkan idi iPengadilan  ihingga idijatuhi ipidana ipenjara 

ikepada ianggota iPolisi isebagai iterpidana idalam ikasus ipenganiayaan itersebut11. 

iPenerapan ihukum ipidana idigunakan iuntuk imengaktualisasikan ihukum ikepada 

iaparat iyang isinergi idengan iyang idiharapkan imasyarakat  ibelum iberjalan 

                                                             
10 Pasal 351.Solahuddin KUHP,dan KUH perdata.Visi Media.2012.Jakarta 
11 Kadarmanta,A. 2007. Membangun Kultur Kepolisian. PT. Forum Media 

Utama, Jakarta.hal 60 



isebagaimana iyang idiharapkan.Aparat  ipenegak ihukum isering imengalami 

iproblematika, ibaik iyang isifatnya iinternal i(faktor iaparat iitu isendiri), imaupun 

ieksternal i(faktor imasyarakat) isehingga iberujung ikepada iketidak iefektifan 

ipenegakan ihukum. i 

Setiap ipelanggaran iterhadap iKode iEtik iProfesi idikenakan isanksi imoral iyang 

idisampaikan idalam ibentuk iputusan iSidang iKode iEtik iPolri isecara itertulis ikepada 

iterperiksa i(Pasal i11 iayat i(3) idan iPasal i12 iayat i(1) iKode iEtik iProfesi iPolri).Bentuk  

isanksi imoral iyang idijatuhkan idapat iberupa ipernyataan iputusan iyang imenyatakan 

itidak iterbukti iatau ipernyataan iputusan iyang imenyatakan iterperiksa iterbukti 

imelakukan ipelanggaran iKode iEtik iProfesi iPolri. i 

Bentuk isanksi imoral isebagaimana idiatur idalam iPasal i11 iayat i(2) ia, ib idan ic)  

itersebut imerupakan ibentuk isanksi imoral iyang ibersifat imutlak idan imengikat. 

iArtinya isanksi imoral itersebut  iterumus ipada ikadar isanksi iyang iteringan isampai ipada 

ikadar isanksi iyang iterberat  isesuai ipelanggaran iperilaku iterperiksa iyang idapat  

idibuktikan idalam iSidang iKomisi. iApabila itingkat ipelanggaran iterhadap iKode iEtik 

iProfesi iPolri itermasuk idalam ikualifikasi ipelanggaran iberat idan idilakukan 

iberulangkali, imaka ikepada iterperiksa idapat idijatuhi isanksi idinyatakan itidak ilayak  

iuntuk imengemban iprofesi/fungsi ikepolisian. iMenurut iPasal i12 iayat i(4) iKode iEtik 

iProfesi iPolri, isanksi itersebut  imerupakan isanksi iadministrasi iberupa irekomendasi 

iuntuk: i 

1. idipindahkan itugas ike ijabatan iyang iberbeda; i 

2. idipindah itugas ike iwilayah iberbedah; i 

3. ipemberhentian idengan ihormat; iatau i 

4. ipemberhentian itidak idengan ihormat. i 

B.Perlindungan ihukum iterhadap idemonstran iyang iterkena itindakan irepresif 

ipolri 

. itujuan ipengaturan imengenai ikemerdekaan imenyampaikan ipendapat idi 

imuka iumum iini iseperti iyang idinyatakan idalam iPasal i4 iUU iKemerdekaan 

iMenyampaikan iPendapat  iDi iMuka iUmum, iyang imenyebutkan ibahwa: 

 

a.Mewujudkan ikebebasan iyang ibertanggung ijawab isebagai isalah isatu 

ipelaksanaan ihak iasasi imanusia isesuai idengan iPancasila idan iUndang 

iUndang iDasar i1945, 

 



b.Mewujudkan iperlindungan ihukum iyang ikonsisten idan iberkesinambungan 

idalam imenjamin ikemerdekaan imenyampaikan ipendapat i 

 

c. iMewujudkan iiklim iyang ikondusif ibagi iperkembanganya ipartisipasi i 

kreativitas isetiap iwarga inegara isebagai iperwujudan ihak idan itanggung ijawab 

idalam ikehidupan iberdemokrasi i 

 

d.Menempatkan itanggung ijawab isosial idalam ikehidupan ibermasyarakat, 

iberbangsa idan ibernegara itanpa imengabaikan ikepentingan iperorangan iatau 

ikelompok. 

 

Lies isoegondo imenjelaskan ikonsep idengan iham ibahwa inegara imemberikan 

iperlindungan idan imenjamin ikebebasan ikepada isetiap iwarganegara iuntuk 

imenyampaikan ipendapat  idimuka iumum isebagai isalah isatu ipelaksanaan ihak iasasi 

imanusia inamun ijuga idiiringi idengan itanggung ijawab idari iindividu itersebut  idalam 

ikehidupan ibermasyarakat,berbangsa idan ibernegara.Sehingga iterdapat itercipta 

isuasana iyang ikondusif ibagi iperkembangan ipartisipasi idan ikreatifitas iwarga idalam 

ikeikutsertaannya iuntuk imewujudkan isuasana iyang idemokratis.12 

 

Bentuk-bentuk idan itata icara imenyampaikan ipendapat idi imuka iumum idiatur 

idalam iPasal i9 iUndang-Undang iNomor i9 iTahun i1998 itentang iKemerdekaan 

iMenyampaikan iPendapat  idi iMuka iUmum i, iyang imenyatakan ibahwa i: 

 

1.Bentuk ipenyampaian ipendapat idi imuka iumum idapat idilaksanakan 

idengan13: i 

 

a.Unjuk irasa iatau idemontrasi iyaitu ikegiatan iyang idilakuka ioleh isatu 

iorang iatau ilebih iuntuk imengeluarkan ipikiran idengan ilisan, itulisan, idan 

isebagainya isecara idemonstrasi idi imuka iumum 

b.Pawai iadalah icara imenyampaikan ipendapat idimuka iumum idengan 

iarak-arakan idijalan 

c. iRapat iumum iyaitu ipertemuan iterbuka iyang idilakukan iuntuk 

imenyampaikan ipendapat idengan itema itertentu. 
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d. iMimbar ibebas iyaitu ikegiatan imenyampaikan ipendapat idi imuka iumum 

iyang idilakukan isecara ibebas iterbuka itanpa itema itertentu 

 

2.Penyampaian ipendapat idi imuka iumum isebagaimana idimaksud idalam iayat  

i(1), idilaksanakan iditempat-tempat iterbuka iuntuk iumum, ikecuali: i 

 

a. idi ilingkungan iistana ikepresidenan,  itempat iibadah,instalasi imiliter,  

irumah isakit, ipelabuhan iudara iatau ilaut, istasiun ikereta iapi,terminal iangkutan 

idarat, idan i 

b. iobjek-objek ivital inasional; i 

c. ipada ihari ibesar inasional. i 

 

3.Pelaku iatau ipeserta ipenyampaian ipendapat  idi imuka iumum isebagaimana 

idimaksud idalam iayat  i(1), idilarang imembawa ibenda- ibenda iyang idapat 

imembahayakan ikeselamatan iumum. i 

 

Berdasarkan ibentuk ipenyampaian ipendapat idi imuka iumum idapat 

idilaksanakan idengan iunjuk irasa iatau idemonstrasi, ipawai, irapat  iumum,  iatau imimbar  

ibebas i i(Pasal i9 iAyat i1 iUU iNo. i9 iTahun i1998). iUnjuk irasa iatau idemonstrasi isebagai 

isalah isatu ibentuk ipenyampaian ipendapat idi imuka iumum iadalah ikegiatan iyang 

idilakukan ioleh iseorang iatau ilebih iuntuk imengeluarkan ipikiran idengan ilisan, itulisan,  

idan isebagainya isecara idemonstratif idi imuka iumum. 

 

Sementara iitu idalam ipelaksaan iunjuk irasa iatau ikegiatan idemonstrasi, isetiap 

iperserta idemonstasi imemilik ihak idan ikewajiban isebagaimana idiatur idan iMeskipun 

imenyatakan ipendapat  iadalah ihak isetiap iorang iuntuk imengemukakannya, inamun 

ibukan idalam iartian itidak iada ikewajiban iataupun itanggung ijawab iyang iharus 

idipenuhi. iDalam iPasal i5 iUndang-Undang iNomor i9 itahun i1998 itentang 

iKemerdekaan iMenyampaikan iPendapat  iDi iMuka iUmum itelah idiaturbahwa isetiap 

iwarga inegara iberhak iuntuk imenyampaikan ipendapat  idan ipikirannya isecara ibebas,  

idan iberhak imendapat iperlindungan iuntuk imengemukakan ipemikiranpemikirannya.  

iNamun idalam iUndang-Undang iini ijuga iada ikewajiban iyang iharus idipenuhi ioleh 

isetiap iorang iyang iingin imengemukakan ipendapat iserta ipemikirannya. iKewajiban 

itersebut idiatur idalam ipasal i6 iUndang- iUndang iNomor i9 iTahun i1998 itentang 

iKemerdekaan iMenyampaikan iPendapat  idi iMuka iUmum. iDalam ipasal iini 

idisebutkan ibahwa itanggung ijawab idari isetiap iorang iyang imenyampaikan ipendapat  

idi imuka iumum idiantaranya iadalah imenghormati ihak-hak idan ikebebasan iorang ilain,  

imenghomati iaturan-aturan imoral iyang idiakui iumum, imentaati ihukum idan 



iketentuan iperaturan iperundang-undangan iyang iberlaku, imenjaga idan imenghomati 

ikeamanan idan iketertiban iumum idan imenjaga ikeutuhan ipersatuan idan ikesatuan 

ibangsa. iBerdasarkan ipasal i6 itersebut iterlihat  ibahwa ikebebasan iuntuk 

imenyampaikan ipendapat, ibukanlah ikebebasan iyang itanpa ibatas, itetapi iada 

itanggung ijawab iyang iharus idipenuhiDalam ipelaksanaan ipenyampaian ipendapat idi 

imuka iumum ioleh iwarga inegara, iaparatur ipemerintah iberkewajiban idan 

ibertanggung ijawab iuntuk iPasal i7 iUU iKemerdekaan iMenyampaikan iPendapat  iDi 

iMuka iUmum iyaitu imelindungi ihak iasasi imanusia,menghargai iasas  

ilegalitas,menghargai iprinsip ipraduga itidakbersalah; idan imenyelenggarakan 

ipengamanan14. i 

Seperti iyang itelah idisinggung  idiatas,setiap  iwarganegara iyang iakan 

imenyelenggarakan idemonstrasi imempunyai ihak idan ikewajiban iyang imestinya  

idipatuhi ihak idan ikewajiban iyang itelah idiatur  idalam ipasal i5,pasal i6 idan ipasal 

i7.Hak-hak iyang idimiliki iwarga inegara idalam imenyampaikan ipendapat  idimuka  

iumum iyakni imengeluarkan ipikiran isecara ibebas idan imemperoleh iperlindungan  

ihukum,sedangkan ikewajiban  iyang iharus iditanggung  ioleh iwarga inegara idalam 

imenyampaikan ipendapat  idimuka iumum iantara ilain imenghormati ihak-hak idan 

ikebebasan iorang ilain,menghormati iaturan-aturan imoral iyang idiakui 

iumum,menataati iaturan ihukum,dan iketentuan iperaturan iperundangan iyang  

iberlaku,menjaga  idan imenghormati ikeamanan iketertiban iumum idan imenjaga  

ikeutuhan ipersatuan idan ikesatuan ibangsa. 

Prosedur idalam ipelaksaan ikegiatan idemonstrasi itentu ididasarkan ipada iUU 

iKemerdekaan iMenyampaikan iPendapat  iDi iMuka iUmum iyang idilakukan idengan 

iprosedur isebagai iberikut: i 

1.Peserta ikegiatan idemonstrasi iatau iunjuk irasa isebelum imelakukan itindakan 

iatau ikegiatan itersebut, iwajib imemberitahukan iakan idilaksanakan ikegiatan 

idemonstrasi ikepada iPolisi. i 

2.Pemberitahuan iakan idilaksanakan ikegiatan idemonstrasi iatau iunjuk irasa 

ioleh ipeserta idemonstrasi idilakukan iselambat-lambatnya i3x24 ijam isebelum 

idilakukan ikegiatan idemonstrasi itersebut. i 

 

Surat  ipemberitahuan iyang iditujukan ikepada iPolisi isebagaimana idimaksud 

idalam iprosedur ipada ipoint  i1 idiatas iberisikan i: i 

a.maksud idan itujuan; i 

b.tempat, ilokasi idan irute; i 

c.waktu idan ilama; i 

d.bentuk; i 
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e.penanggung ijawab; i 

d.nama idan ialamat  iorganisasi, ikelompokatau iperseorangan; i 

e.alat iperaga iyang idigunakan; idan iatau ijumlah ipeserta 

 

Penanggung ijawab idalam ikegiatan idemonstasi iatau iunjuk irasa itersebut  

iwajib ibertanggung ijawab iagar ikegiatan itersebut  iterlaksana isecara iaman, itertib idan 

idamai15. iSelanjutnya ipenanggung ijawab idilakukan ididasarkan ipada ijumlah ipeserta 

idemonstran, iseperti ibila i100 i(seratus) iorang ipelaku iatau ipeserta iunjuk irasa iatau 

idemontrasi idanpawai iharus iada iseorang isampai idengan ilima iorang ipenanggung 

ijawab. i 

1.Saat iakan imelaksanakan ikegiatan idemonstrasi idan itelah imelaksanakan 

iprosedur isebagaimana idimaksud idalam ipoint i1 i(satu) idiatas idengan 

imenyampaikan isurat ipemberitahuan ikepada iPolisi, imaka iPolisi iwajib 

imelakukan ikoordinasi idengan ipenanggung ijawab iaksi idemonstrasi iatau 

iunjuk irasa. 

2.Polisi iselanjutnya imelakukan ikoordinasi idengan itempat idimana iakan 

idituju isebagai itempat idilakukan iaksi idemonstrasi iatau iunjuk irasa isekaligus iPolisi 

imelakukan ipengamanan iterhadap ikegiatan idemonstrasi itersebut 

 

Tapi iketerbatasan iitu isekarang isudah itidak idiberlakukan, imasyarakat  

ikembali ibebas iberpendapat  isesuai iapa iyang imereka iingin isuarakan. imedia 

ipenyaluran iaspirasi ikadang ijustru iberjalan idengan iaksi ianarkis, iperusakan, ibahkan 

iada iyang imengarah ike itindak ikriminal. iSebaiknya ikegiatan imenyalurkan iaspirasi 

idilakukan idengan ipenuh itanggung ijawab idan irasa ipenuh ikesadaran iagar iyang 

imenyampaikan ipendapat  idan iyang imendengarkan ipendapat  idapat ibekerjasama  

idengan ibaik, itidak iada iyang idirugikan ipada ikedua ipihak. iDan isebagai imasyarakat  

iterdidik, ikita iharus imembiasakan idiri iuntuk imenyampaikan iopini idengan 

imemperhatikan ietika idalam iberbicara iatau imengemukakan ipendapat. iSemakin 

itinggi itingkat ipendidikan, iwawasan, imaupun ikemampuan iberpikir ikita, imaka isudah 

i100 iselayaknya ikita, idapat imenggunakan ikata-kata icerdas i(memiliki imakna iserta 

iterarah ipada imasalah) idan ijuga isantun, iuntuk imengekspresikan iapa iyang iada 

ididalam ibenak ipikiran ikita. 

 

Semua iketentuan-ketentuan itersebut idiatas imenjadi irambu-rambu iatau 

inorma iyang iwajib idilakukan iatau iditempu ibila iakan imelakukan isuatu ikegiatan 
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iunjuk irasa iatau idemonstrasi isehingga imenjamin iadanya isuatu iperlindungan ihukum 

idan ikepastian ihukum iserta ikemanfaatan ihukum iitu isendiri ibaik ikepada ipeserta 

iunjuk irasa iatau idemontrasi, ikepada iPemerintah idan ijuga ikepada imasyarakat  iyang  

imenggunakan ifasilitas iumum isehingga iunjuk irasa iatau idemonstrasi iyang idilakukan 

iberjalan itertib idan itidak imengganggu iketertiban iumum,  isehingga iberdampak ipada 

ikerugian ikepada imasyarakat  iumum ilainnya iyang itidak imelakukan ikegiatan 

idemonstrasi 

Unjuk irasa iatau idemonstrasi idalam ikenyataan isehari-hari isering 

imenimbulkan ipermasalahan idalam itingkatan ipelaksanaan, imeskipun itelah idijamin 

idalam ikonstitusi inamun itata icara idan ipelaksanaan iunjuk irasa iseringkali imelukai 

isemangat  idemokrasi iitu isendiri.Menurut  iUndang-Undang iNomor i9 iTahun i1998 

itentang iKemerdekaan iMenyampaikan iPendapat, imenyampaikan iunjuk irasa iatau 

idemonstrasi idiartikan isebagai ikegiatan iyang idilakukan ioleh iseorang iatau ilebih 

iuntuk imengeluarkan ipikiran idengan ilisan, itulisan, idan isebagainya isecara 

idemonstratif idi imuka iumum. iSesuai idefinisi idi iatas idapat idi isimpulkan ibahwa iunjuk 

irasa iitu imemiliki iunsur-unsur isebagai iberikut: i(a) imengeluarkan ipikiran, i(b)  

iseorang iatau ilebih,  i(c) ilisan iatau itulisan, i(d) idi imuka iumum. 

Walaupun ipemerintah isudah imemiliki iaturan iyang imengatur itentang 

ikebebasan imasyarakat  iuntuk imengeluarkan ipendapat  iyaitu iberupa iUndang-Undang 

iNo. i9 iTahun i1998 itentang ikemerdekaan imenyampaikan iPendapat iDi iMuka 

iUmum.Tetapi ikelihatannya iaturan itersebut ikurang idi imengerti iatau imungkin  

ikurang iditaati ioleh imasyarakat, isehingga imasyarakat  iterlalu isering ibertindak idi iluar  

iaturan itersebut.Atau imungkin ibisa ijuga iaturan itersebut  imasih ikurang imengikat  iatau 

ikurang ibisa idijadikan ilandasan iuntuk imengatur isuatu ipermasalahan itersebut  idan 

iperlu iuntuk idiperbaharui.  iTetapi ijika idipahami iterdapat ibukti iaturan imasyarakat  

iyang imempunyai ihak imengeluarkan ipendapat iadalah ihak iyang idilindungi iserta 

idijamin ioleh inegara. iOleh ikarena iitu, iIndonesia isebagai inegara ihukum idan 

idemokratis iberwenang iuntuk imengatur idan imelindungi ipelaksanaannya,  

isebagaimana idiatur idalam iPasal i28 iE iayat i(3) iUUD iNRI iTahun i1945 imenyatakan 

ibahwa i“kemerdekaan iberserikat idan iberkumpul,  imengeluarkan ipikiran idengan 

ilisan idan itulisan idan isebagainya iditetapkan idengan iundang-undang”. iDengan 

idemikian,kemerdekaan iberpendapat  imerupakan ihal iyang ipenting iuntuk idipahami 

iapabila inegara iyang idibentuk ibertumpu ipada ikepentingan irakyat. iPendapat isecara 

iumum idiartikan isebagai igagasan iatau ipikiran, idalam ikehidupan inegara iIndonesia,  

iseseorang iyang imengemukakan ipendapatnya iatau imengeluarkan ipikirannya  

idijamin isecara ikonstitusional. 



Adanya ijaminan,  ikorban idari isuatu itindak ipenyiksaan imemperoleh iganti 

irugi idan imempunyai ihak iuntuk imendapatkan ikompensasi iyang iadil idan ilayak,  

itermasuk isarana iuntuk irehabilitasi isepenuh imungkin. iDalam ihal ikorban imeninggal 

idunia isebagai iakibat itindak ipenyiksaan, iahli iwarisnya iberhak imendapat ikompesasi.  

iHak iAsasi imanusia iadalah iseperangkat  ihak iyang imelekat  ipada ihakikat idan 

ikeberadaan imanusia isebagai imakhluk iTuhan iYang iMaha iEsa idan imerupakan 

ianugrah-Nya iyang iwajib idihormati, idijunjung itinggi idan idilindungi ioleh inegara,  

ihukum idan ipemerintah, idan isetiap iorang idemi ikehormatan iserta iperlindungan 

iharkat idan imartabat imanusia16. 

Ketentuan iUU iNo. i39 iTahun i1999 iTentang iHAM imenjamin ihak itersangka 

iuntuk itidak imenerima iperlakuan isecara idiskriminasi, ihak iuntuk ihidup, ihak iuntuk 

itidak idisiksa iserta ihak ipersamaan ididepan ihukum iserta iadanya ipengaturan 

imengenai isebuah ilembaga iindependen iyang ibernama iKomisi iNasional iHak iAsasi 

iManusia iyang iberfungsi imelaksanakan ipengajian, ipenelitian, ipenyuluhan,  

ipemantauan, idan imediasi ihak iasasi imanusia. iDari iuraian itersebut  idiatas inampak 

ijelas ibahwa iapa iyang itersurat  idalam iUndang-Undang, iperaturan-peraturan imaupun 

iyang itersirat  idari ipendapat  ipara isarjana, ihak-hak iasasi imanusia idalam isistem ihukum 

ikita idikenal idan idijamin imengenai iperlindungan ihak iasasi imanusia ibagi 

itersangka/terdakwa idalam itahanan. iIni iberarti ibahwa ipenahanan itidak iboleh 

idilakukan iseenaknya/sewenang-wenang ioleh ipenguasa. iUpaya iperlindungan ihak  

itersangka idalam ipenahanan iyang isaat iini idilakukan ioleh ipemerintah, iyaitu 

imembuat iRancangan iUndang-Undang iHukum iPidana idan iRancangan iUndang-  

iUndang iHukum iAcara iPidana iuntuk idapat imemberikan iperlindungan ihukum ibagi 

itersangka idalam ipenahanan. 

Kesimpulan 

1. iAparat ikepolisian itidak iboleh imelakukan itindakan ikekerasan ipada idemonstran 

ikarena itugas ipolisi iadalah imenjamin idan imelindungi imasyarakat  iindonesia, idan 

ipatuh idengan ihukum ipidana iyang iberlaku isesuai idengan ipasal iundang iundang ino i2 

itahun i2002 ipasal i13. isiapapun iyang imelanggar idan imenggunakan ikekerasan idi iluar  

ihukum, iterlepas idari ijabatannya, iharus idiadili iberdasarkan ihukum iyang iberlaku  

idalam ipenegakan iaksi idemonstrasi. iSegala ibentuk ipengunaan ikekerasan iberlebihan 

ioleh iaparat ikepolisian iharus idiinvestigasi idengan iindependen, itransparan, idan 

iakuntabel ioleh ikomisi i. iBerdasarkan ibukti iyang icukup, ipelaku iharus idiadili idi 

ipengadilan ipidana idengan imemenuhi istandar iperadilan iyang iadil itanpa ihukuman 
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imati.oleh ikarenanya ipolisi itidak iboleh imelakukan itindakan iyang idilakukan idiluar  

ibatas ikewenangan inya idalam imenghadapi idemonstran iyang ianarkis.Anggota iPolri 

iyang imelakukan itindak ipidana idiadukan/dilaporkan ioleh imasyarakat, ianggota iPolri 

iatau isumber ilain iyang idapat idipertanggungjawabkan isesuai idengan ipelanggaran 

iyang idilakukan ianggota iPolri imasih iadanya ibeberapa ijenis iproses iperadilan idan 

ihukuman idapat imenjadi icelah idalam imemberikan itindakan idan isanksi ibagi ianggota 

iKepolisian iyang imelakukan ipelanggaran iatau itindak ipidana. 

2. iWalaupun ipemerintah isudah imemiliki iaturan iyang imengatur itentang ikebebasan 

imasyarakat  iuntuk imengeluarkan ipendapat iyaitu iberupa iUndang-Undang iNo. i9 

iTahun i1998 itentang ikemerdekaan imenyampaikan iPendapat iDi iMuka iUmum.Tetapi 

ikelihatannya iaturan itersebut  ikurang idi imengerti iatau imungkin ikurang iditaati ioleh 

imasyarakat, isehingga imasyarakat  iterlalu isering ibertindak idi iluar iaturan 

itersebut.Atau imungkin ibisa ijuga iaturan itersebut  imasih ikurang imengikat  iatau 

ikurang ibisa idijadikan ilandasan iuntuk imengatur isuatu ipermasalahan itersebut  idan 

iperlu iuntuk idiperbaharui.  iTetapi ijika idipahami iterdapat ibukti iaturan imasyarakat  

iyang imempunyai ihak imengeluarkan ipendapat iadalah ihak iyang idilindungi iserta 

idijamin ioleh inegara. iOleh ikarena iitu, iIndonesia isebagai inegara ihukum idan 

idemokratis iberwenang iuntuk imengatur idan imelindungi ipelaksanaannya,  

isebagaimana idiatur idalam iPasal i28 iE iayat i(3) iUUD iNRI iTahun i1945 imenyatakan 

ibahwa i“kemerdekaan iberserikat idan iberkumpul,  imengeluarkan ipikiran idengan 

ilisan idan itulisan idan isebagainya iditetapkan idengan iundang-undang”. iDengan 

idemikian,kemerdekaan iberpendapat  imerupakan ihal iyang ipenting iuntuk idipahami 

iapabila inegara iyang idibentuk ibertumpu ipada ikepentingan irakyat. iPendapat isecara 

iumum idiartikan isebagai igagasan iatau ipikiran, idalam ikehidupan inegara iIndonesia,  

iseseorang iyang imengemukakan ipendapatnya iatau imengeluarkan ipikirannya  

idijamin isecara ikonstitusional 

Saran 

1.Adanya ikegiatan ipenyampaian imengeluaarkan ipendapat idimuka iumum imenjadi 

iwadah idan isarana ibagi ikepolisian iuntuk imenjalankan ifungsinya idalam inegara 

ihukum iyang idemokratis,yaitu iuntuk ikontrol isosial imasyarakat  iyang ibersifat  

irepresif. 

2.Polisi idiharapkan idalam imenangani iunjuk irasa idapat ibersifat  ibijaksana idan 

iterkontrol iemosi inya isehingga icitra ipolisi idimata imasyarakat itidak idipandang ijelek.  

iPengunjuk irasa idiharapkan iuntuk imematuhi iperaturan iyang iberlaku iagar iyang 

imenjadi itujuan idari iunjuk irasa idapat itercapai. 



3. ihendaknya ipolisi idalam imenanggulangi iaksi iunjuk irasa isenantiasa imelakukan 

ipendekatan ipersuasif ikarena iupaya ipersuasif i(bujukan) iharus idikedepankan iPolri 

iuntuk imencegah imeluasnya iaksi iunjuk irasa. iInformasi iintelijen iyang iakurat ijuga 

idibutuhkan iagar itidak isalah idalam imengambil itindakan iyang itegas iterukur iserta 

itidak imenggunakan iopsi itunggal ipenegakan ihukum isemata. 

 


